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Mantan Sekretaris MA

JAKARTA - Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK)
menetapkan mantan Sekre-

Tersangka

Rp 46 miliar yang diterima
sepanjang 2014-2016.
Nama Nurhadi sempat

taris Mahkamah'Agung(MA)  menjadi perhatian publik ke-
Nurhadi dan menantunya, tika KPK membongkar prak-
Rezky Herbiyono, sebagai . tik suap pengurusan perkara

tersangka penerima janji 9 |
lembar cek serta suap dan

di Pengadilan Negeri (PN)

Jakarta Pusat (Jakpus) pada

etapkan panitera PN Jakpus

Edy Nasution dan Doddy Ary-
anto Supeno (swasta) sebagai
tersangka. Dalam perkara
itu, KPK sempat mendalami
keterlibatan Nurhadi.

‘Nah, penetapan Nurhadi

‘dan menantunya seébagai ter-

. Térimagiép
Rp46 Miliar

upakan hasil dari pengem-
bangan perkara korupsi di
PN Jakpus tersebut. “Penan-
ganan perkara ini (Nurhadi)
merupakan salah satu contoh
pengembangan perkara yang
berasaldari OTT dengan nilai
awal yang kecll, yaitu Rp 50
juta,” kata Wakil Ketua KPK

Saut menjelaskan Nurha-

di dan menantunya diduga

" menerima suap Rp 33,1 miliar
dari Hiendra Soenjoto, direk-

- tur PT Multicon Indrajaya Ter-
* minal (MIT). Suap itu terkait
pengurusan perkara perdata

pertama) dan di Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta (tingkat

banding) pada 2015-2016.
Suap tersebut dilaku-

kan dalam 45 kali transaksi.

KPK menduga pemecahan
transaksi itu diduga sengaja

gratifikasi. Nilainyamencapai 2016 lalu. Kala itu KPK men-  sangka kemarin (16/12) mer-
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Saut Situmorang dalam kon-  saham PT MIT yang disidan- = dilakukan agar tidak men-
ferensi pers di KPK. ~gkan di di PN Jakpus.(tingkat ~ curigakan. “Beberapa kali

transaksi juga dilakukan
melalui rekening staf RHE
(Rezky Herbiyono, menantu
Nurhadi),” ungkap Saut. Suap
itu diduga diberikan Hiendra
agar menang dalam sidang
perkara perdata itu. (zyo)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




